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12. Umum

Pada bagian Pembahasan, penulis menuangkan beberapa aspek yang akan
menjawab pertanyaan kajian dengan penjelasan mengenai Penanganan dan
Pengentasan Kemiskinan, Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian
Sosial, Integrasi Data Terpadu dan Pemanfaatan NIK, serta Skema Bantuan Sosial
Produktif.

13. Penanganan dan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa kemiskinan merupakan permasalahan
bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan
pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, untuk mengurangi beban
dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan
inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang
bermartabat. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan
pengentasan kemiskinan dengan sejumlah program yang melibatkan pemerintah
pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan adalah
adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka
meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Guna percepatan tersebut, maka
Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) sejak tahun 2010.42

Program pengentasan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta

program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

2 Huruf a. Menimbang, Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
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Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia
menegaskan, sejak berakhirnya krisis ekonomi tahun 1997-1998 Indonesia memiliki
sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang diawali dengan kebijakan Jaring
Pengaman Sosial (JPS) nasional. Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari
program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.
Pemerintah menyadari bahwa program jaminan sosial dan bantuan sosial di
Indonesia masih membutuhkan pengembangan dan transformasi. Dengan
pengembangan dan transformasi pada dua program itu, diharapkan pengurangan
angka kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi penduduk
atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan.*?

The World Bank mengungkap, ada lima faktor utama penentu kemiskinan di
Indonesia, yaitu pendidikan, pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan dan
infrastruktur dasar, dan lokasi geografis termasuk di dalamnya sebaran penduduk.44
Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan masyarakat di Indonesia,
Pemerintah mengusung program bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakatnya
agar mendapatkan akses ke kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan
kesehatan. Hal ini terjadi di berbagai negara, bedanya negara-negara maju sudah
menganut prinsip welfare state di mana 40 persen anggaran pemerintah
dialokasikan untuk pembangunan sosial. Sedangkan di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia, program pengentasan kemiskinan dituangkan dalam program
perlindungan sosial yang terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat
bahwa pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan program
perlindungan sosial terus dilakukan perbaikan dari sisi program. Program-program
itu telah dimulai sejak tahun 1998 dan merupakan bagian dari JPS untuk
meminimalkan dampak krisis ekonomi yang terjadi terhadap kesejahteraan di
tingkat rumah tangga. Menurut TNP2K, sebagian besar program-program JPS

masih berlangsung hingga kini dengan penyesuaian dan perbaikan, utamanya

43 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke
Depan (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2014), h. 2-3.

4 The World Bank, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Jakarta: The
World Bank, 2007), h. 57-71.
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dalam menopang aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli rumah tangga miskin
dan rentan. TNP2K mengklasifikasi lima bidang atau aspek yang terdapat berbagai
program pengentasan kemiskinan melalui perlindungan dan jaminan sosial selama
kurun tahun 1998 hingga tahun 2019. Masing-masing yakni pendidikan, kesehatan,
pangan, tunai bersyarat, dan tunai tanpa syarat (Tabel 3.1).4°

Bangsa yang sejahtera sudah menjadi cita-cita dan tujuan kemerdekaan
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah 76 tahun
Indonesia merdeka, ternyata kesejahteran itu belum sepenuhnya dirasakan oleh
seluruh bangsa Indonesia. Masih banyak ditemui penduduk miskin di segala
penjuru tanah air. Pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi tolok ukur
keberhasilan program pembangunan pemerintah, di pusat maupun daerah.
Penilaian kinerja pemerintah harus dapat kuantifisir selain dengan pertumbuhan
ekonomi juga dengan pengurangan angka kemiskinan/pengangguran.

Agar program pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi tolok ukur
penilaian kenerja khususnya pemerintah daerah, pemerintah (pusat) melalui
Kementerian Keuangan atau Kementerian Sosial dapat memberikan
apresiasi/penghargaan bagi kepala daerah yang berhasil mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran. Insentif bisa diberikan dalam bentuk tambahan
anggaran dari pemerintah pusat/APBN kepada daerah yang nantinya diperlukan
untuk penanganan dan pengentasan kemiskinan serta pelaksanaan program
perlindungan sosial termasuk di antaranya tentu saja bantuan sosial. Pengentasan
kemiskinan berkaitan erat dengan kinerja seorang kepala daerah ketika
menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dan mengorkestrasi manajemen
di pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas, keberhasilan penanganan dan pengentasan
kemiskinan di Indonesia jelas berhubungan erat dengan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat Indonesia sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sinergi, koordinasi, dan kerja sama berbagai pihak

menjadi kunci utama penanganan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks itu,

4% Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menanggulangi
Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program,
h. 14-15.
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maka perbaikan, keterpaduan, integrasi, dan sinkronisasi data penduduk miskin di
Indonesia haruslah menjadi fokus utama.

Pengentasan kemiskinan harus menjadi program nasional dari pusat hingga
ke desa-desa sebagai unit pemerintahan paling bawah. Kementerian Sosial
sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan
penanganan fakir miskin bertanggungjawab mengorkestrasi gerakan pengentasan
kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan harus sinkron antar
lembaga dan terukur indikator penilaian kinerjanya, yaitu pengurangan angka
kemiskinan. Monitoring kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dilakukan
secara terus-menerus. Sehingga setiap rumah tangga dan desa-desa miskin dapat
dimonitor perkembangan tingkat kesejahteraannya.

Peran kepala daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat harus
lebih didorong. Kepala daerah bertanggungjawab menyelaraskan anggaran dan
program kerjanya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pengentasan
kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus menjadi tolok
ukur keberhasilan seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sanksi bagi kepala daerah yang gagal mengurangi angka kemiskinan harus
diterapkan. Sebaliknya insentif diberikan bagi kepala daerah yang berhasil
mengurangi angka kemiskinan.

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari
perencanaan yang baik, pelaksanaan, hingga pemantauan yang terukur serta
evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga bisa berdampak secara

signifikan bagi kehidupan masyarakat.

14. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian Sosial

Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) menegaskan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia menurun selama satu
dekade terakhir, meski penurunannya mengalami perlambatan. Perlambatan ini
memiliki dua sisi. Satu, pelambatan sebagai hal natural saat kemiskinan sudah
mencapai tingkat terendah. Dua, pelambatan terjadi karena terjadi perubahan

kondisi perekonomian serta dinamika masyarakat miskin dan rentan yang berada
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di sekitar garis kemiskinan. Selain itu, setiap individu menghadapi risiko sepanjang
hayat mereka mulai dari kandungan hingga akhir hayat.*®

Risiko dan tantangan sepanjang hidup dapat mengakibatkan berubahnya
standar hidup seseorang atau keluarga, terutama jika sistem perlindungan sosial
yang ada masih terbatas cakupan manfaat dan penerimanya. Berbagai risiko
tersebut menjadi lebih tinggi karena masih rendahnya kesejahteraan sosial-
ekonomi individu atau keluarga yang kemudian menyebabkan mereka kurang
mampu menghadapi krisis. Jika risiko-risiko itu bisa diatasi dengan baik, maka
tingkat kemiskinan dapat dikurangi lebih signifikan dan kesejahteraan masyarakat
dapat terus ditingkatkan. (Lihat Gambar 3.2).

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2014 telah
membuat skema arah pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif di Indonesia. Skema ini mencakup empat upaya utama (Lihat Bagan
3.1). Pertama, penguatan lembaga jaminan sosial yang ada dalam Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kedua, penataan
bantuan sosial. Ketiga, pengembangan sistem pelayanan sosial yang terintegratif.
Keempat, peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

Dalam Informasi APBN 2021 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan
dinyatakan bahwa anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp260,1 Trilyun
ditujukan untuk mencapai reformasi sistem perlindungan sosial dan penyaluran
secara optimal untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, Kartu
Sembako, Program Indonesia Pintar, Subsidi Listrik, Bansos Tunai (BST) dan
Program Indonesia Pintar Kuliah. (Lihat Gambar 3.3).

Dokumen lain yaitu Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Penanganan
Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 menyatakan program PEN kategori
Perlindungan Sosial adalah PKH, Kartu Sembako, BST, Kartu Pra Kerja, Diskon
Listrik, BLT Desa, Subsidi kuota dan luran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sedangkan program PBI JKN berada dalam program PEN kategori Kesehatan.4”

% Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menanggulangi
Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program,
h. 43-44.

" Kementerian Keuangan, Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid 19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional 2021, Mei 2021, h. 4
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Berdasarkan pengelompokkan di atas maka program perlindungan sosial
yang pengelolaannya di bawah kewenangan Kemensos adalah PKH, Program
Kartu Sembako, dan BST. Sesuai aturan yang berlaku, Kementerian Sosial
berwenang menetapkan data PBI JKN meskipun penyelenggaraannya berada di
bawah Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Program lainnya dikelola
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian
ESDM, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT). (Lihat Gambar 3.4).

Berdasarkan PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial yang mengelompokkan bansos berkelanjutan dan bansos sementara maka
penyelenggaraan bansos berkelanjutan yang dikelola oleh Kemensos adalah:

a. PKH
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapan mendefinisikan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. PKH diberikan
kepada 10 juta keluarga dengan pengeluaran terendah dalam bentuk uang tunai
dengan metode transfer setiap tiga bulan sekali. Nominal yang didapat oleh
penerima manfaat program ini berbeda-beda tergantung dari komponen yang
dimiliki oleh Keluarga penerima bantuan. Namun pemerintah membatasi setiap
keluarga menerima maksimal 4 komponen. Kriteria yang berhak menerima

bansos ini antara lain keluarga dengan anggota yang memiliki kondisi:

Hamil : Rp. 3.000.000,- (hingga kehamilan kedua)
Anak usia dini : Rp. 3.000.000,-
Anak SD : Rp. 900.000,-
Anak SMP : Rp. 1.500.000,-
Anak SMA : Rp. 2.000.000,-
Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Tujuan utama program PKH adalah memberikan keluarga miskin akses
dan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan

gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai
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program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer

secara berkelanjutan“®.

b. Kartu Sembako

Program ini dahulu dikenal dengan sebutan Bansos Pangan Non Tunai (BPNT)
yang merupakan transformasi program rastra (beras). Program ini diberikan
dalam bentuk e-wallet ke rekening penerima manfaat yang kemudian bisa
dibelanjakan kebutuhan pokok di e-warong yang merupakan agen dari
Himpunan Bank Negara. Bahan Pangan yang bisa ditukarkan dalam program
Sembako adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti
jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan
segar), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu)
serta sumber vitamin dan mineral (sayurmayur, buah-buahan).*®

Nominal dari bantuan ini sedianya adalah 150.000 dan pada masa pandemi
dinaikan menjadi 200.000 bahkan pada tahun 2021 setiap keluarga penerima
bantuan ini mendapat bantuan sebesar 14 bulan. Pada tahun 2020 sejak
Pemerintah mengumumkan masa darurat Covid 19, penerima bantuan ini
ditingkatkan menjadi 20 juta penerima. Namun pada tahun 2021, pagu penerima

bantuan ini sebesar 18,8 juta penerima.

c. PBIJKN

Penerima Bantuan luran (PBIl) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program
Jaminan Kesehatan.’® Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh
Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Prosedur penetapan data
PBI JKN juga sudah menjadi kewenangan Kemensos sebelum masa pandemic
Covid 19. PBI JKN diberikan kepada 96,8 jt jiwa.

Dengan memperhatikan jenis bansos di atas, efektivitas program-program

Kemensos untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih terfokus pada

48 https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1

49 Pedoman Umum Program Sembako, Kementerian Sosial, 2020

SOhttp://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=9#:~:text=PB|%20Jaminan%20Kesehatan.,s
ebagai%20peserta%20program%20Jaminan%20Kesehatan.
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penanganan fakir miskin dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan
pelayanan kesehatan dan penyediaan pelayanan pendidikan. Hal ini telah sejalan
dengan mandat UU 13 tahun 2011 dan juga sesuai dengan definisi bansos
berkelanjutan yang diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara
wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah.

Penetapan target penerima manfaat sebagaimana tertuang di APBN
menandakan pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan dilaksanakan
sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Namun demikian, ketiga program di atas belum secara langsung
mengakomodasi bantuan yang lebih produktif yang menjangkau fungsi
pengembangan potensi diri dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan. Program penanganan kemiskinan
yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok ini juga ditegaskan dalam:

a. Pasal 2 Permensos No. 1 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tujuan
program PKH yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan
meningkatkan taraf hidup penerima bansos melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan mengurangi beban
pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

b. Pedoman umum program sembako tahun 2020 yang menyebutkan tujuan
program Sembako adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih
seimbang kepada penerima bansos dan memberikan pilihan dan kendali
kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sedangkan bansos sementara yang dikelola oleh Kemensos pada tahun 2021

diberikan dalam rangka menanggapi dampak pandemi Covid 19 antara lain:

a. Bansos Tunai (BST).

BST diberikan kepada 10 juta penerima dengan persyaratan calon
penerima belum mendapat bantuan PKH dan Program Sembako. Bantuan
ini bernilai Rp300.000 per bulan dan diberikan kepada penerima dengan
metode pengiriman melalui PT POS Indonesia.

b. Bansos Beras
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Kemensos juga terlibat dalam pelaksanaan pemberian beras dengan peran
menyediakan data sedangkan penguasa anggaran adalah Kementerian
Keuangan dan penyalurannya dilaksakan oleh Bulog.

Pelaksanaan ini sesuai dengan aturan bansos sementara yang diberikan pada
saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan
stabil. Adanya penyesuaian nominal dan penerima bansos dari waktu ke waktu
misalnya pada awal pandemi tahun 2020 kemudian perencanaan pelaksanaan
2021 untuk 4 bulan penyaluran dan ditambahkan 2 bulan pada saat pandemi covid
gelombang kedua menandakan bahwa bansos ini diberikan untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi di masyarakat, antara lain berkurangnya pendapatan
masyarakat karena pembatasan di segala sektor dan meningkatnya pengangguran
karena pemutusan hubungan kerja

Pemerintah mengarahkan untuk melakukan penguatan program perlindungan
sosial yang komprehensif bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu fokus belanja
sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas SDM pada tahun 2020. Langkah
ini ditempuh Pemerintah sejalan dengan salah satu prioritas nasional Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan
kemiskinan, dengan program prioritas perlindungan sosial dan tata kelola
kependudukan.

Penguatan perlindungan sosial secara komprehensif diterapkan melalui
empat tindakan. Satu, skema perlindungan sosial yang komprehensif berdasarkan
siklus kehidupan. Dua, sinergi antar-program. Tiga, memastikan ketepatan sasaran
yang didukung Basis Data Terpadu. Penguatan tersebut diharapkan dapat
berdampak positif berupa peningkatan daya beli masyarakat, produktivitas, dan
kualitas SDM yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program
perlindungan sosial ini menyasar 40 persen penduduk dengan status ekonomi
terendah dengan merujuk pada Basis Data Terpadu.

Rekomendasi untuk perbaikan basis data ini, juga disampaikan pada kajian
KPK dalam Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial yang menemukan di antaranya,
terjadi tumpang tindih penerima bantuan sosial. Permasalahan ini ditemukan KPK
berdasarkan dua tindakan. Satu, berdasarkan pemadanan yang dilakukan di
internal Kementerian Sosial masih didapati data ganda pada penerima bantuan

sembako/BPNT. Dua, berdasarkan pengelolaan data bantuan sosial di Jawa Barat
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dan Jawa Tengah ditemukan penerima bantuan sosial reguler juga menerima
bantuan terkait dengan penanganan COVID-19 seperti Bantuan Sosial Tunai (BST)
dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Hal ini disebabkan
pendataan dan pengelolaan data yang tidak terpadu di tingkat daerah sampai ke
tingkat pusat.’

Efektivitas penyaluran bantuan sosial berkaitan erat dengan kualitas data
sasaran penerimanya. Integritas data penerima bansos setidaknya harus
memenuhi dua syarat yaitu secara administratif dapat dibuktikan dan sesuai dengan
data kependudukan serta diperbaharui secara berkala sesuai dengan kondisi sosial
ekonomi penerima bansos.

Jika dilihat pelaksanaan program bantuan sosial selama kurun tahun 2019
hingga tahun 2021, seperti diuraikan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa
berbagai program bantuan sosial yang digalakkan pemerintah termasuk melalui
Kementerian Sosial tampak masih belum terintegrasi secara utuh, tidak berjalan
secara efektif, tidak tepat sasaran, dan belum secara signifikan menekan angka
kemiskinan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi ihwal tersebut adalah
penyelenggaraan bantuan sosial dikelola banyak pihak dan terkadang mengalami
perubahan bentuk yang belum jelas indikatornya.

Selain itu, bantuan sosial diberikan lebih banyak fokus pada pemenuhan
kebutuhan dan menunjang daya beli masyarakat utamanya di masa pandemi
COVID-19 untuk pemulihan ekonomi, ketimbang pemberdayaan masyarakat
secara utuh agar masyarakat benar-benar produktif dan bisa secara mandiri keluar
dari kategori keluarga miskin dan/atau hampir miskin, bukan hanya di masa
pandemi. Artinya, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan bagaimana mengatasi
krisis atau kerentanan sosial sesaat pada situasi pandemi COVID-19 tapi harus
memikirkan nasib warga dan keturunannya di masa depan nantinya, agar

kemiskinan yang terjadi tidak diwariskan dari generasi ke generasi.

15. Integrasi Data Terpadu dan Pemanfaatan NIK
Pada saat pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 di depan anggota

51 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial (Jakarta: KPK,
2020), h. 3-6 dan h. 26-28.
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DPR pada Senin, 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan tentang
pelaksanaan reformasi progam perlindungan sosial dan hubungannya dengan
alokasi anggaran dan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Pemerintah,
mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2022 sebesar Rp 427,5
triliun. Anggaran ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan
memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dalam jangka panjang diharapkan akan
mampu memotong rantai kemiskinan.%?

"Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi
program perlindungan sosial, yang diarahkan pada: melanjutkan
penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan
menyinergikan dengan berbagai data terkait; mendukung reformasi
perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; mendukung program
jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta
Kerja; serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan
pengembangan skema perlindungan sosial adaptif."

Pada tahun 2016, Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial
(Kepmensos) Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin. Fakir miskin yang ditangani sejumlah 92.994.742 jiwa.
Berdasarkan Kemensos ini dibentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data yang terdiri
dari berbagai Kementerian/Lembaga dan mengolah ulang data terpadu hasil PBDT
2015. Setelah diolah oleh Tim Pokja Data, hasilnya diserahkan ke Kementerian
Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos),
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin.

Berikutnya, pengelolaan data terpadu berada di bawah Kementerian Sosial
melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) sejak
tahun 2016, yang kemudian dikenal luas dengan nama Data Terpadu Kesejahteran
Sosial (DTKS) dan menjadi dasar penyelenggaraan program perlindungan sosial
dan/atau penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pemutakhiran
data ini diserahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.

Untuk verifikasi dan validasi (verivali) data terpadu, maka Menteri Sosial

menerbitkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 Tahun 2017 tentang

52 Kontan.co, "Berikut Pidato  Lengkap  Jokowi soal RAPBN  2022"
https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-pidato-lengkap-jokowi-soal-rapbn-2022, Senin, 16
Agustus 2021. Artikel diakses kembali pada Senin, 23 Agustus 2021, pukul 06.58 WIB.
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Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu, yang terdiri atas 10 pasal. Berdasarkan Permensos ini,
verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin
kebenaran data. Sedangkan validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan
kesahihan data. Sementara data terpadu didefinisikan sebagai sistem data
elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan
demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.5?

Sejak tahun 2017 pula, Kementerian Sosial mengembangkan Aplikasi Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan untuk
mengelola data terpadu yang diberi nama Data Program Penanganan Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM) serta data Program Perlindungan
Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Sosial
Pangan meliputi Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kementerian Sosial menyebutkan, sistem ini masih terus dikembangkan secara
bertahap sehingga semua DT-PPFM dan OTM baik yang ada di tingkat pusat
maupun daerah terintegrasi dengan aplikasi SIKS-NG termasuk data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang juga dikelola oleh Pusdatin Kesos.
(Lihat Gambar 3.5).

Pada tahun 2019 dilakukan 3 kali penetapan melalui Surat Keputusan Menteri
Sosial Nomor 8/HUK/2019 sebanyak 99.359.312 jiwa berbasis keluarga dan
509.041 jiwa berbasis non keluarga, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor
84/HUK/2019 sebanyak 98.111.085 jiwa berbasis keluarga dan 582.931 jiwa
berbasis non keluarga, dan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2019
sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis keluarga dan 615.646 jiwa berbasis non
keluarga.

Pada tahun 2021, Kementerian Sosial menyatakan bahwa dalam DTKS
terdapat kurang lebih 140 juta jiwa. Peningkatan jumlah jiwa dalam DTKS ini
dikarenakan pemerintah menginginkan DTKS mencakup 60 persen warga

Indonesia dengan pengeluaran terendah untuk menampung masyarakat yang juga

% Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28
Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu.
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terkategorikan rentan khususnya pada masa-masa sulit seperti bencana alam dan
pandemi atau bencana non alam lainnya.

Permasalahan dan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan sosial yang
masuk dalam program jaring pengaman sosial dan/atau program perlindungan
sosial yang sudah berlangsung lama bisa dilihat dari temuan dan paparan Sri
Lestari Rahayu sehubungan dengan program bantuan sosial kurun tahun 2005
hingga tahun 2012. Program bantuan sosial dalam rentang waktu tersebut, di
antaranya yakni bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH),
bantuan operasional sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat. Menurut
Rahayu, dalam waktu yang bersamaan masyarakat yang menerima manfaat bisa
mendapatkan lebih dari satu jenis kegiatan program bantuan sosial. Misalnya,
dalam waktu bersamaan masyarakat sekaligus dapat menerima PKH, jaminan
kesehatan, dan BOS. Selain itu khusus untuk PKH, dalam penentuan peserta
digunakan data base yang error (exclusion and inclusion), data PKH yang
digunakan terdapat perbedaan pendekatan antara kepala keluarga (KK) dan rumah
tangga miskin (RTSM).%

Selain itu, temuan dua lembaga negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sangat patut dan relevan untuk
disampaikan dalam bahasan sub judul ini, dengan nantinya ditambahkan dengan
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Aksi Pencegahan Korupsi
(Aksi PK).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap delapan temuan yang memuat sembilan
permasalahan ketidakefektifan. Apabila permasalahan pada pengelolaan DTKS
dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi
efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial kepada
masyarakat. Dari sembilan permasalahan itu, antara lain,

Pertama, pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam
menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.
Permasalahan tersebut di antaranya mencakup dua hal. Satu, Kementerian Sosial
mempunyai keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan

validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasalnya secara kewenangan,

5 Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia: Sekarang dan ke Depan, Cetakan
Pertama, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 126, h. 131, h. 133, h. 1319, dan h. 157.
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pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Dua,
Kementerian Sosial belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan
verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017. Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh
Kementerian Sosial sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial menjadi
kurang andal dan akurat.

Kedua, penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) aktif bantuan sosial non-tunai. Permasalahan tersebut di
antaranya meliputi dua hal. Satu, penggunaan DTKS belum dapat meminimalisasi
permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak
bertransaksi pada penyaluran BPNT dan PKH. Dua, mekanisme feedback
permasalahan penyaluran BPNT dan PKH dari Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) kepada Kementerian Sosial (dhi. Pusat Data dan Informasi/Pusdatin)
belum diatur. Akibatnya, proses perbaikan data penyaluran bansos dalam SIKS-NG
belum berjalan secara efektif serta Kemensos tidak mengetahui data penyaluran
bansos oleh Himbara beserta permasalahannya secara real time.

Dari sisi pelaksanan program di Kementerian Sosial dalam penanganan
COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), ada empat aspek yang
disorot dan telah diperiksa BPK pada tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam
IHPS 11 2020. Satu di antaranya adalah pada aspek ketepatan penyaluran bantuan.
Ada beberapa permasalahan yang ditemukan BPK. Di antaranya, satu, DTKS
Penetapan Januari 2020 tidak valid, yaitu NIK tidak valid sebanyak 10.922.479
anggota rumah tangga (ART), nomor kartu keluarga (KK) tidak valid sebanyak
16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART, dan NIK ganda sebanyak
86.465 ART. Dua, pelaksanaan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi oleh
pemerintah daerah belum memadai. Pasalnya terdapat 47 kabupaten/kota yang
belum pernah melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS serta kegiatan
verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam DTKS.>

BPK Merekomendasikan kepada Menteri Sosial menginstruksikan jajarannya
agar melakukan beberapa tindakan. Di antaranya, pertama, berkoordinasi dengan

pihak terkait agar meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda dalam

%5 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Il Tahun
2020 (Jakarta: BPK, 2021), h. 297-298.
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proses pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, memfasilitasi pemerintah daerah dalam melakukan pemadanan
DTKS dengan NIK, dan melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS yang
dilaksanakan pemerintah daerah. Kedua, lebih optimal dalam melakukan verifikasi
dan validasi atas data KPM PKH. Ketiga, memverifikasi data salur KPM yang tidak
berhak tidak menerima bantuan sosial PKH dan mengembalikan bantuan PKH tidak
tepat sasaran. Keempat, melakukan validasi data KPM bantuan Program Sembako
yang tercatat ganda, dengan menonaktifkan KPM yang terbukti ganda dari data
salur serta menyetorkan dana ke kas negara, melakukan perbaikan data atas data
KPM yang memiliki NIK tidak valid.

Sementara itu, KPK telah melakukan kajian terhadap DTKS pada tahun 2020
dengan tema "Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial". Khusus untuk tahun 2020, KPK
menemukan bahwa Kementerian Sosial telah menetapkan data terpadu sebanyak
dua kali. Masing-masing yaitu pada Januari melalui Keputusan Menteri Sosial
Nomor 19/HUK/2020 sebanyak 97.388.064 jiwa dan pada Oktober sebanyak
96.961.792 jiwa. DTKS berisi data-data informasi demografi, sosial, ekonomi,
kesehatan, dan kepesertaan program dari masyarakat yang terdata di dalam
DTKS.% Informasi-informasi yang ada pada DTKS bisa dilihat pada Gambar 3.6.

Secara umum, KPK menemukan empat aspek permasalahan utama terkait
dengan pendataan DTKS. Pertama, akurasi dan validitas data. Kedua, integrasi
data dan sistem informasi. Ketiga, transparansi data dan regulasi pendataan.
Keempat, dan mekanisme verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran.

Aspek pertama yakni akurasi dan validasi data, KPK menemukan
permasalahan terkait belum padannya DTKS dengan NIK, yakni masih adanya data
ganda dan data penerima bantuan sosial reguler (PKH, Kartu Sembako/BPNT dan
PBI) yang tidak masuk DTKS. Akibatnya, kualitas data penerima bantuan sosial
tidak bisa dipertanggungjawabkan termasuk di antaranya terjadi tumpang tindih
penerima bantuan sosial.%”

Aspek kedua mencakup belum terintegrasinya data bantuan sosial reguler di

internal Kementerian Sosial maupun data bansos khusus COVID-19 antar-

% Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial, h. 48-50.
57 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial, h. 3-5 dan h.
79.
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kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian, belum tersedianya akses
publik satu pintu terkait data penerima bantuan sosial dan belum tersedianya
dashboard informasi progres penyaluran bansos secara lengkap juga menimbulkan
persoalan dalam penyaluran bantuan sosial.

Aspek ketiga, terjadi disharmoni regulasi pendataan, verifikasi, dan validasi
DTKS yang mengakibatkan proses pemutakhiran DTKS tidak berjalan dengan
optimal di daerah. Selain itu, rencana pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS yang
akan dilakukan Kementerian Sosial pada tahun 2021 secara sentralistik juga tidak
sejalan dengan regulasi pendataan serta regulasi yang telah dikeluarkan
Kementerian Dalam Negeri.

Aspek terakhir, rencana pemutakhiran DTKS terpusat berpotensi tidak efisien
karena mengeluarkan biaya yang lebih besar dan tumpang tindih pembiayaan
APBN dan APBD.

Untuk sisi kualitas data penerima bantuan sosial, KPK menjelaskan bahwa
penerima bantuan sosial dalam kondisi normal adalah berdasarkan DTKS. Akurasi
data DTKS seharunya dibuktikan dengan by name by address dan mencakup NIK
sebagai single identity number yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Idealnya, DTKS diperbaharui secara berkala sesuai dengan kondisi sosial
ekonomi masyarakat. KPK menemukan bahwa kualitas data penerima bantuan
sosial yang rendah antara lain disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, DTKS tidak padan dengan data NIK dan tidak terbaharui sesuai data
kependudukan. Berdasarkan hasil pemadanan DTKS penetapan Januari 2020 dari
Kementerian Sosial dengan data NIK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, yang dilakukan pada bulan Juni 2020, dari 97.204.424 data yang
dipadankan masih terdapat 17,28 persen data yang tidak padan dengan data NIK
Dukcapil atau sebesar 16.796.924 data.Sementara dari 82,72 persen DTKS yang
sudah padan, masih terdapat 1,06 Juta data ganda dan 234.000 data yang sudah
meninggal. Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi
17.783.885 anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga, suami, istri, anak
yang justru tidak termasuk dalam DTKS.

Dua, data penerima bantuan reguler yakni PKH, BPNT, dan Penerima

Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) masih tidak merujuk pada DTKS. Di
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antaranya, 8,84 persen data penerima PKH khususnya pengurus/pemegang kartu
tidak berasal dari DTKS atau sejumlah 884.417 KPM. Kemudian, 5,78 persen data
penerima program BPNT/Kartu Sembako tidak berasal dari DTKS (1.096.844
KPM), 28,9 juta (per 01 Maret 2020) PBI-JK tidak berasal dari DTKS dan 16.738.132
juta (per 01 Maret 2020) jiwa yang terdaftar pada DTKS belum terdaftar BPJS
Kesehatan, dan erdasarkan data BPJS Kesehatan diketahui sekitar 600.000 jiwa
dalam DTKS terdaftar sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah
Penyelenggara Negara (PPU PN). Permasalahan ini disebabkan oleh proses
pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal.

Tiga, tumpang tindih penerima bantuan sosial berupa dua permasalahan.
Masing-masing vyaitu berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal
Kementerian Sosial masih didapati data ganda pada penerima bantuan
sembako/BPNT. Kemudian, berdasarkan pengelolaan data bantuan sosial di Jawa
Barat dan Jawa Tengah ditemukan penerima bansos reguler juga menerima
bantuan terkait dengan penanganan Covid-19 seperti Bantuan Sosial Tunai (BST)
dan Bantuan Langsung Tunai/Dana Desa (BLT-DD). Permasalahan ini disebabkan
pendataan dan pengelolaan data yang tidak terpadu di tingkat daerah sampai ke
tingkat pusat.

KPK telah melakukan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi-
rekomendasi yang diberikan KPK kepada Kementerian Sosial. KPK memastikan
bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan baik, di antaranya dengan
penggabungan tiga basis data, yaitu:

a) Data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen
PFM Kementerian Sosial,

b) Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas
Kementerian Sosial, dan

c) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin Sekretariat
Jenderal Kementerian Sosial.

Sepanjang tahun 2021 Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan data di
lingkup Kemensos, seperti terlihat pada Gambar 3.7. Dari angka tersebut terlihat
penurunan jumlah penduduk yang tercatat dalam DTKS. Menteri Sosial
menjelaskan, pada data awal yang dimiliki Kementerian Sosial terdapat total

193.002.816 jiwa penerima bantuan sosial. Setelah penggabungan data
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berdasarkan NIK penerima, nama, dan alamat kemudian jumlahnya menyusut
menjadi 155.898.896 jiwa. Pasca penyusunan jumlah penerima bantuan sosial,
Kementerian Sosial tetap melakukan perbaikan data ke lapangan. Kemudian,
jumlah penerima bansos surut menjadi 140.483.575 jiwa pada data DTKS per 31
Mei 2021. Berikutnya terjadi lagi penyusutan menjadi 139.477.527 jiwa per 30 Juni
2021. Sehingga, telah terjadi pengurangan sekitar 53,5 juta jiwa penerima bantuan
sosial dari data semula hingga data terbaru per 30 Juni. Penyusutan atau
penghapusan atau pengurangan data itu terjadi karena telah dilakukan perbaikan
data penerima karena telah terjadi perpindahan penduduk, kematian, maupun
kedatangan penduduk dan kelahiran.

Kementerian Sosial meminta setiap pemerintah daerah secara aktif memantau
perkembangan situasi warga penerima bantuan di daerah masing-masing. Jika ada
warga penerima bantuan sosial yang sudah keluar dari kategori penerima bantuan
sosial, maka daerah bisa melaporkan pada dinas sosial di daerah atau langsung
kepada Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mengusulkan
penambahan jumlah penerima bantuan sosial jkka memang ada jumlah penduduk
kategori miskin bertambah.

Untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi data ganda, Kementerian Sosial telah
memiliki beberapa strategi. Di antaranya, pertama, memperbarui data penerima
bantuan sosial setiap bulan, dengan melakukan pengecekan di minggu ketiga
setiap bulannya. Tim Kementerian Sosial melalui pekerja sosial di daerah akan
melakukan pemantauan dan perbaruan data di pekan terakhir setiap bulannya.

Kedua, Kementerian Sosial akan membuat sistem integrasi satu data
penerima bantuan sosial yang transparan dan bisa diakses oleh publik. Bahkan,
usulan penerima bantuan dari daerah juga bisa diakses secara terbuka di sistem
terbaru. Untuk strategi ini, Kementerian Sosial membuat pola baru yaitu usulan dari
RT/RW, desa/kelurahan dimasukkan atau yang masuk sistem terintegrasi itu
kemudian dibuat terbuka oleh Kementerian Sosial dan diusahakan ke depan bisa
langsung dipantau siapa saja dalam sistem integrasi data.

Kementerian Sosial sepenuhnya menyerahkan kembali data dan
pemutakhiran data penerima bantuan sosial kepada pemerintah daerah,
sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin. Penyerahan kembali tanggung jawab itu dilakukan sejak
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Januari hingga April 2021. Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah secara
aktif melakukan perbaikan atau pemutakhiran data pada DTKS.

Mekanisme pengolahan hingga pemutakhiran data penerima bansos itu
melalui beberapa proses dan dipadankan juga dengan NIK. Semua bermula dari
usulan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih dulu menerima data penduduk
miskin dari ketua RT/TW, kepala desa/lurah maupun kepala adat. Dari situ,
pemerintah daerah mengajukan usulan data tersebut kepada Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi (verivali) ulang atas data
tersebut. Verivali dilakukan dengan kunjungan lapangan untuk pembaharuan data.
Seluruh kriteria kemiskinan yang digunakan harus diisi oleh petugas. Adapun data
yang perlu dilengkapi dari masing-masing rumah tangga sesuai Gambar 3.8,
seperti Identitas RTS, Kesehatan, Pendidikan, Demografi, Kepesertaan Program,
Kepemilikan Aset, dan Perumahan.

Jika ditemukan adanya perbedaan data yang diusulkan pemerintah daerah
dengan data kependudukan, maka akan dilakukan quality assurance oleh pihak
perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Jika tidak
ditemukan selisih data, maka data penerima bantuan sosial usulan pemerintah
daerah itu akan diterima oleh Kementerian Sosial. Berikutnya, informasi atas data
tersebut  akan disampaikan kepada masyarakat melalui laman

www.cekbansos.kemsos.go.id. Kementerian Sosial menyediakan kanal usul dan

sanggah. Apabila masyarakat merasa bahwa dia berhak menerima tetapi tidak ada
dalam data tersebut, maka bisa menyanggah dan mengusulkan diri dan kemudian
nanti juga akan dilakukan verivali kembali. Selanjutnya, hasil verivali ulang itu akan
ditayangkan kembali dan masyarakat masih bisa juga mengajukan sanggahan.

Kualitas data penerima bansos sangat bergantung pada keaktifan pemerintah
daerah. Sebab, data kependudukan di Indonesia termasuk data penduduk miskin
sangat dinamis. Untuk itu, Kementerian Sosial melakukan terobosan dengan
memperbaharui DTKS atau data penerima bantuan sosial setiap bulan bekerja
sama dengan pemerintah daerah, yang tentu saja dipadankan dengan data NIK
pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri.

Sekali lagi, meski data berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, tetapi

Kementerian Sosial tetap juga melakukan scaning ulang. Apalagi terkadang ada
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data calon penerima bantuan sosial yang tinggal di daerah permukiman elit tetapi
masuk dalam data penerima bantuan. Padahal, orang itu seharusnya masuk dalam
kategori atau kriteria tidak berhak menerima bantuan.

Pemanfaatan (utilisasi) NIK untuk pelayanan publik hingga pelaksanaan
berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk di antaranya
bantuan sosial telah menjadi perhatian serius pemerintah dalam Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas
PK) sejak tahun 2019 silam, yang kemudian masuk dalam Aksi Pencegahan
Korupsi (Aksi PK). Aksi PK berupa utilisasi NIK untuk perbaikan tata kelola bantuan
sosial dan subsidi masuk sejak tahun 2019 hingga nanti 2022.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
menyatakan, di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting pemadanan data
dengan NIK agar benar-benar bisa mengidentifikasi seorang (calon) penerimaan
bantuan sosial tepat atau tidak. Bahkan dengan pemadanan antara sistem data NIK
dengan DTKS berhasil ditemukan ada beberapa warga penerima bantuan sosial
khusus COVID-19 yang ternyata memiliki kendaraan berupa mobil dan/atau motor.
Ke depan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama
kementerian/lembaga lain termasuk Kementerian Sosial akan mulai memilah siapa
warga yang sudah dapat bantuan maupun tidak. Jika mendapat bantuan, maka
berapa besaran dan bentuk bantuan yang diterima warga itu.58

Berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, bentuk bantuan sosial khusus COVID-19 yang diterima beberapa warga yang
ternyata memiliki kendaraan bermotor di antaranya PKH, Program Bantuan luran
(PBI) BPJS Kesehatan, subsidi listrik PLN, dan BNPT. Untuk itu sangat diperlukan
proses verivali disertai seleksi dan pemutakhiran data NIK dengan DTKS.
Rencananya, akan penerapan sebuah sistem yang bisa memilah dan memilih agar
ada ketepatan dan agar lebih akurat lagi dalam penyaluran bantuan sosial. Selain
Kementerian Sosial, ada beberapa kementerian/lembaga lain yang telah
menggunakan NIK untuk pemadanan data yang dimiliki masing-masing
kementerian/lembaga guna pelaksanaan berbagai program sosial dan bantuan

yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

%8 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Webinar JAGA: Bansos Dipotong Kemana Harus
Minta Tolong".
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Saat ini Kemensos menjamin integritas data penerima bansos dengan
memastikan usulan berasal dari DTKS, ketunggalan data dipastikan keberadannya
dengan validasi NIK dan memenuhi persyaratan pembukaan rekening oleh Bank
serta tidak terjadi tumpang tindih bantuan sesuai ketentuan yang berlaku®®. (Lihat
Gambar 3.9).

Khusus untuk bantuan di masa pandemi, Kemensos memprioritaskan bagi
seluruh penduduk yang tercakup dalam DTKS yang sebelumnya tidak
mendapatkan bantuan. Hal ini perlu diapresiasi mengingat kondisi sosial ekonomi
yang tidak kondusif. Kelompok miskin dan rentan yang terdapat dalam DTKS
merupakan prioritas yang perlu diselamatkan. Kemensos juga memperkenankan
Pemerintah Daerah mengusulkan calon penerima bansos covid 19.

Jika melihat seluruh penjelasan di atas termasuk peryataan Menteri Sosial,
maka tampak tidak adanya pelibatan BPS dalam proses pendataan (DTKS) lebih
khusus saat verivali dan pemutakhiran pada Juni 2021. Kementerian Sosial
memang telah melibatkan perguruan tinggi, tapi itu saja tidak cukup. Menurut
penulis, BPS memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengindentifikasi kategori
atau kriteria penduduk miskin dan penduduk hampir miskin di Indonesia. Untuk itu,
sebaiknya, ke depan BPS dilibatkan sebagai verifikator independen oleh
Kementerian Sosial. Pelibatan BPS tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah
hingga tingkat desa/kelurahan maupun RT/RW. Memang ada banyak pihak yang
mengkritik katagorisasi atau ukuran atau kriteria penduduk miskin di Indonesia,
tetapi pelibatan BPS dalam pemutakhiran data tidak bisa dikesampingkan. Untuk
pelibatan BPS ini, maka bisa ditambahkan atau dimasukkan perbedaan
kategori/kriteria penduduk miskin di Jakarta dengan daerah lainnya berdasarkan
kebutuhan warga, perbedaan di masing-masing daerah.

Kemanunggalan dan integrasi data penerima bansos menjadi kunci efektivitas
dan ketepatan penyaluran bansos. Data yang terverifikasi dan tervalidasi dengan
akurat harus mampu mengidentifikasi kondisi-kondisi yang ditemui dalam
penyaluran bansos, yaitu:

a. Apa yang menjadi kebutuhan penerima bantuan sosial. Kemiskinan di kota

tentu berbeda dengan kemiskinan di desa.

9 Menteri Sosial, 2021, Opcit
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b. Kapan seseorang berhenti menerima bantuan sosial karena sudah

dianggap mampu.

c. Layak tidaknya seorang penduduk atau kepala keluarga menerima bantuan

sosial.

Dengan data DTKS yang lebih detail dan terintegrasi dengan NIK diharapkan
dapat mengeliminir penyimpangan maupun tumpang tindih pemberian bansos.
DTKS diharapkan menjadi system jaringan informasi pengentasan kemiskinan
berskala nasional. Setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan dan
setiap desa miskin mendapatkan pendampingan untuk melaksanakan program

pengentasan kemiskinan sesuai dengan kondisi dan karakteristik desa miskin.

16. Ubah Skema Bantuan Sosial Produktif

Pada praktiknya, pemerintah memberikan bantuan sosial produktif dalam
bentuk permodalan kepada masyarakat tidak mampu atau terdampak bencana,
baik alam maupun nonalam untuk meningkatkan daya tahan dan produktivitas
masyarakat sebagai bentuk dari program perlindungan sosial maupun
pemberdayaan sosial (masyarakat). Contohnya, program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang
terdampak pandemi Covid-19 adalah program permodalan sebesar Rp 2,4 juta bagi
9 juta hingga 12 juta pelaku UMKM pada tahun 2020 serta sebesar Rp 1,2 juta
kepada 9,8 juta UMKM pada tahun 2021 (hingga Juli). Bantuan ini disebut dengan
nama program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau lebih dikenal di tengah
masyarakat sebagai bantuan langsung tunai (BLT) UMKM. Dalam Buku Il Nota
Keuangan beserta APBN 2020 dan 2021, pemerintah menyebutnya dengan
nomenklatur program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Bentuk program BLT atau BST juga diterapkan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memliki program Satu Miliar Satu Desa
(Samisade), program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) berupa permodalan
untuk pelaku UMKM, dan bantuan kepada pekerja korban pemutusan hubungan
kerja (PHK). Khusus untuk bantuan permodalan bagi UMKM telah diberikan sekitar
Rp 15 miliar dan bantuan pekerja korban PHK sekitar Rp 17,93 miliar, terhitung
hingga akhir 2020, yang bersumber dari APBD.
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Sedangkan Pemkab Bekasi, di antaranya terdapat BLT bagi kepala keluarga
miskin termasuk BLT untuk keluarga terdampak pandemi dan bantuan permodalan
bagi UMKM. Khusus di masa pandemi, bantuan permodalan bagi UMKM dibuat dan
dilaksanakan terobosan berupa program Bantuan Usaha Mikro (BUM) Bekasi
Berantas Pandemi (BERANI) sebesar Rp 1 juta yang bersumber dari APBD. Jika
ditotal, maka anggaran program BUM BERANI sebesar Rp 15 miliar.

Menurut hemat penulis, bantuan sosial produktif seharusnya tidak semata
berupa pemberian permodalan bagi masyarakat, tetapi juga berupa pemberian
pelatihan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat.
Pelatihan vokasi dan pengembangan SDM tersebut perlu dijalankan pemerintah
agar masyarakat miskin atau tidak mampu bukan sekadar "menerima ikan" tapi juga
"menerima kail" agar nantinya bisa mandiri dan tidak tergantung pada bantuan
sosial semata.

Ke depan, bantuan sosial produktif bagi masyarakat usia produktif yang tidak
mampu atau miskin seharusnya dilaksanakan dengan skema bantuan berupa
barang (sandang, pangan, papan, dan alat) dan/atau bantuan permodalan serta
bantuan berupa pelatihan vokasi dan pengembangan SDM. Aspek ini diperkuat juga
dengan ketentuan Pasal 32 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bahwa
bantuan sosial berupa penguatan kelembagaan dilakukan di antaranya dengan
memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia.®°

Masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi atas ancaman biaya
kesehatan tinggi adalah kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia.®' Perbaikan akses kursus informal dapat juga membantu peningkatan
kemampuan produktif penduduk miskin, khususnya di daerah perkotaan.
Bagaimanapun jua, perlindungan sosial untuk melindungi sumber daya manusia
juga penting untuk mendorong dan mempertahankan efisiensi dan pertumbuhan.

Ketika rumah tangga tidak mempunyai perangkat yang memadai untuk mengatasi

60 Pasal 32 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

61 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menanggulangi
Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program,
h. 83
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risiko/kerugian, maka mereka terpaksa menggunakan sumber daya yang berharga
yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan produktif lainnya.6?

Dalam pemberian bantuan produktif tersebut, penulis menyarankan, agar
pemerintah bisa merujuk calon penerimanya berdasarkan hasil pemadanan antara
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Nomor Induk
Kependudukan (NIK) warga pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan data penduduk miskin usia
produktif hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk pelaksanaan pelatihan vokasi dan pengembangan SDM, maka
Kementerian Sosial bisa menggunakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau
Balai/Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial milik Kementerian
Sosial disertai kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah
daerah melalui dinas sosial atau dinas ketenagakerjaan masing-masing pemerintah
daerah.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa menurut hasil Sensus Penduduk
2020, saat ini Indonesia memiliki sekitar 191 juta (70,72 persen) penduduk usia
produktif (rentang usia 15-65 tahun). Besarnya penduduk usia produktif
dikarenakan Indonesia masih dalam masa bonus demografi.6® Jumlah penduduk
miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang atau meningkat 1,13 juta
orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September
2019.64

Selain itu, skema bantuan sosial produktif untuk penduduk usia produktif juga
dapat dijalankan dengan menggunakan program pemberdayaan sosial. Apalagi
skema ini sangat dimungkinkan jika merujuk pada Pasal 12 hingga Pasal 13
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial serta Pasal 11 hingga Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Skema

tersebut layak ditempuh pemerintah agar seseorang, keluarga, kelompok, dan

62 The World Bank, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, h. 105 dan h.
205.

63 Badan Pusat Statistik (BPS), "Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk", Berita
Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021, (Jakarta: BPS, 2021), h. 1.

64 Badan Pusat Statistik (BPS), “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi
10,19 Persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-
september-2020-naik-menjadi-10-19-persen, 15 Februri 2021. Artikel diakses pada Selasa, 11 Mei
2021, pukul 05.05 WIB.
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masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran, lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, jurang kemiskinan dan ketimpangan tidak kian menganga,
dan tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga bisa terciptanya
kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk penerapan bantuan sosial untuk masyarakat miskin usia produktif
tersebut, maka sangat perlu kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Sosial
dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daeranh. Tempat
pelatihannya dapat menggunakan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di setiap regional dan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial atau Balai Latihan Kerja
(BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan atau Pusat Kesejahteraan Sosial
(Puskessos) dan BLK Daerah milik pemerintah daerah. Para pelatih atau
pendidiknya bisa diambil dari masing-masing pihak yakni Kementerian Sosial,
Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah atau pihak lain yang
ditunjuk atau ditugaskan oleh tiga pihak tersebut. Guna aktualisasi skema atau
progam ini, maka bisa dilakukan kerja sama dengan pihak lain seperti pihak dunia
usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta dengan lembaga
penyelenggara kesejahteraan sosial dalam negeri dan lembaga penyelenggara
kesejahteraan sosial asing.

Apabila balai diklat pengembangan SDM tidak tersedia di daerah, maka para
pihak bisa melakukan kerja sama berbasis kegiatan pengembangan SDM melalui
berbagai workshop/pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, namun dengan tetap
melakukan pemantauan agar kegiatan tersebut dapat berdaya dan berhasil guna.

Pengentasan kemiskinan harus mampu mencabut akar kemiskinan, yaitu:
tingkat pendidikan/keterampilan yang rendah, terbatasnya lapangan Kkerja,
rendahnya motivasi/malas, keterbatasan sumber daya/modal, tanggungan
keluarga/banyak anak dan juga keterpencilan. Bantuan sosial maupun subsidi
harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengentaskan
kemiskinan dan melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan sosial.
Pengentasan kemiskinan paling efektif adalah dengan meningkatkan kualitas dan
produktifitas sumber daya penduduk melalui pendidikan/pelatihan yang diimbangi
dengan penciptaan lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang layak.






